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IKHTISAR 

Skripsi ini berjudul :HUKUM  PENGEMBALIAN BARANG GADAI 
KEPADA RAHIN MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I 
(STUDI KASUS TANAH SAWAH DESA TOTAP MAJAWA KECAMATAN 
TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN).Transaksi rahn merupakan 
salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak dilakukan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 
tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Diperbolehkannya rahn didasarkan kepada al-Qur‟an, as-Sunnah dan 
Ijma‟ ulama. Kendatipun akad rahn disyariatkan dengan berbagai ketentuan yang 
telah diatur dalam kitab fiqh, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa 
yang semestinya. Salah satu contoh adalah mengenai kepemilikan atas manfaat yang 
sah terhadap barang gadai(marhun). Kenyataan yang terjadi di Desa Totap Majawa 
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun adalah bahwa ditemukan sebagian 
masyarakat yang melakukan rahn (gadai) bahwa barang gadai (marhun) kembali 
kepada rahin melalui jalur sewa. Yang menjadi permasalahan adalah apakah barang 
gadai (marhun) setelah ada perjanjian akad gadai menjadi milik penerima gadai dan 
rahin tidak berhak atas barang gadai (marhun) tersebut. Oleh sebab itu, penelitian 
ini akan membahas tentang konsep rahn dalam perspektif fiqh, bagaimana 
Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di 
Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,bagaimana 
Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa Perspektif 
Imam Syafi‟i,bagaimana Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin 
Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam. Penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan di atas menggunakan metode Liberary 
Research (Penelitian Keperpustakaan) dan Field Research (Penelitian Lapangan). 
Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata akad gadai yang dilakukan masyarakat 
ialah barang gadai (marhun) menjadi milik pihak penerima gadai dan barang 
gadaian dikebalikan kepada rahin dengan jalur sewa. Bila transaksi ini ditinjau dari 
pendapat Imam Syafi‟i. Maka konsep gadai yang dilakukan tidak sah, sebab, dalam 
pendapat Imam Syafi‟i transaksi gadai tidak menghilangkan kepemilikan, baginya 
tanggungan kerugian dan keuntungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 

 بسم الله الر حمن الر حيم

 Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada 

setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan 

ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat 

berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang 

telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan 

yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga 

menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat. 

 Skripsi yang berjudul “Hukum Pengembalian Barang Gadai kepada 

RahinMelalui Jalur Sewa Perspektif Imam Syafi‟i (Studi Kasus Tanah Jawa Desa 

Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun)”, akhirnya dapat 

terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi 

penulis secara pribadi adalah dapat mepersembahkan yang terbaik kepada oramng 

tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang adil dalam mensukseskan harapan 

penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil 

karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang 

dengan tulus mengeluarkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan 



dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat 

berat. Karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada: 

1. Ayahanda tercinta Ahmad Hidayat, dan Ibunda tercinta Yanita Dalimunthe 
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mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta 

senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya 

bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga mereka senantiasa 

mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan 

rahmat dari Allah SWT. 

2. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA sebagai pembimbing skripsi I dan Bapak Drs. 

M. Idris Hasibuan, MA Sebagai pembimbing skripsi II, yang telah 

membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan 

hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah 

yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. 

Hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., 

memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam 

beraktivitas. 

3. Dekan Fakultas Syari‟ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 

Khususnya ketua Jurusan Muamalah ibunda Fatimah Zahara, MA, serta bapak 

dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi 



wawasan keilmuan serta menjadi „Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup 

di kemudian hari. 

4. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggadai dan penerima gadai serta 
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penyusun butuhkan selama mengadakan peenelitian. 
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Dalimunthe,SE,MSM, Uwak Tercita, Zamruddin Syam,SP dan Jaliah. Serta 

guru agama SMAN 14 Medan Dra. Nurma Hayati yang telah banyak 

memberikan doa dan dukungan serta bantuan Materil maupun Non Materil 

kepada penulis. 

6. Adik-adik kandungku tercinta, Suci Chairani, Amd, Juliana Syafitri, Ade Laila 

Zahra. Serta yang telah ku anggap abang, kakak dan adik, Malyadi, S.Kom, 
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 Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling 

membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong 

demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga 

diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. 

Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal, sikap apa saling 

membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.  

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan 

kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, 

sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat 

diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.1 

Salah satu bentuk tolong menolong yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah 

pinjaman dengan mengadaikan barang berharga sebagai jaminan utang. 

Gadai dalam bahasa Arab )الرىن) artinya gadai, menggadaikan dan 

merunggukan.2 Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, 

                                                           
 
1 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: (Jakarta: 

PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1. 
 



hipotek, atau al-habs (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata arhana berarti menjadikan 

sesuatu sebagai jaminan utang.3 

Sebenarnya, pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kewajiban untuk 

menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang 

dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan 

suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang.4 Diterangkan oleh 

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, yaitu : 

 

وحكم الر ىن التكليفي شرعا : أنو جائز غير واجب بالا تفا ق, لأنو وثيقة بالدين, فلم يجب, كما 
5لم تجب الكفا لة.  

  
 Artinya :"Ar-Rahn hukumnya adalah jaa’iz (boleh) tidak wajib sesuai 

kesepakatan ulama. Karena ar-rahn adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak 

wajib, seperti halnya al-kafaalah hukumnya juga tidak wajib." 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2010) h. 148. 
 
3 Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi), (Jakarta: Kencana, 2015), 

h.197. 
 
4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015), h.265. 
 
5 Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007),  

h.0124. 



Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan 

dua belah pihak sebagai subjek (rahin dan murtahin) dan adanya barang gadaian 

(marhun) sebagai objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukan gadai tersebut 

tidak sah. Demikian pula jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai 

dan utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, 

maka gadai itu tidak sah, oleh karena itu, akad rahn  dianggap telah terjadi apabila 

sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang 

harus di penuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad 

gadai,sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum 

gadai tersebut.6 

Syarat sempurna akad ar-rahn, yaitu al-qabdhu (al-marhuun diserah 

terimakan ke tanggan pihak al-murtahin), Ulama  fiqh sepakat mengatakan, bahwa 

ar-rahn baru di anggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum 

telah berada di tanggan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima 

peminjam uang.7 

Dalil yang menjadi dasar, Q.S. Al-Baqarah : 283  

 .......   .......8 
                                                           
 

6  Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015), 
h.204-205. 

 
7 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 268. 

8 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipononegoro, 2005), 
h.38 



 Artinya :“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)”. 

 

Sebagaimana diterankan di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu Jilid 6, yaitu : 

الحنفية والمالكية والحنابلة دوام القبض, فإن قض الرىن, ثم رده المر تهن با ختياره إلى الراىن أو عاد إليو بإ   

عارة أو إيداع أجازة أو استخدام أو ر كوب دابة أو سيارة, وقال الشا فعيو ليس استدامة القبض فيما عيكن 

القبض إعارة المرىن تاراه للرا ىن, أو أخذ الراىن الانتفاع بو مع بقا ئو من شروط صحة القبض, فلا عينع 

9المرىون بإذن المرتهن, وا ستعمالو للر كوب والسكنى والا ستخدام, ويبقى وثيقة بالدين.  

Artinya :“Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, 
mensyaratkan bahwa pemegangan atau al-qobdhu harus dilakukan dalam bentuk 
permanen, dalam artian al-marhun harus tetap berada di dalam genggaman al-
murtahin. Sementara itu, ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa jika al-marhun 
berupa sesuatu yang jika digunakan dan dimanfaatkan, maka sesuatu tersebut tetap 
seperti semula tanpa terkurangi, maka tidak disyaratkan harus selalu berada di 
genggaman al-murtahin. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, keberadaan al-qabqhu 
tidak menghalangi untuk meminjamkan al-marhun kepada ar-rahin atau ar-rahin 
mengambil al-marhun atas izin al-murtahin, mengunakannya, memanfaatkannya, 
menempatinya ataumenaikinya, dan kedudukannya tetap sebagai barang jaminan 
utang yang ada.” 

                                                           
 
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007), h. 

4242-4243. 



Al-marhun mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang ar-

rahin terlunasi. Al-marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik ar-rahin. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin ar-rahin. 

Dengan tidak mengurangi nilai al-marhun dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.10 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi‟i dalam Kitab Al-Umm, yaitu : 

قال الشافعي رحمو الله تعالى : يروى عن أبي ىريرة رضي الله تعالى عنو ))الر ىن مر كوب ومحلوب(( وىذا لا 
يجوز فيو إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكو الراىن لاللمر تهن لآنو إنما يملك الركوب والحلب من ملك الر 

11 المنفعة الي  ىي الر كوب والحلب.قبة والر قبة غير  

  

Artinya :“Imam Syafi‟i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, “Gadai 
ditunganggi dan di perah” hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang 
dan memerah untuk pemiliknya (yaitu pengadai, sebab yang berhak menunggang 
dan memerah hanyalah pemilik dzat harta berbeda dengan mananfaatnya seperti 
menunggang dan memerah susunya.” 

 

او فات الرا ىنأو تلف فالمائت مضمونة على أجنبي أو ما نقص الرىن مضمون على أ جنبي أو على الذي 
ضمن المو ضوع على يديو الرىن أو أجنبي ما نقص على يديت الرىن حتى يستو فى صاحب الحق رىن أو ي

12الرىن.  

                                                           
 
10 Madani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, (jakarta: Kencana,2012), h.293. 

 
11 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi‟i, Al-Umm Juz II, (Bairut: Dar al-

Fikr,1429 H/ 2009 M) h. 162. 
 
12Ibid, h. 184. 



 

Artinya : “Apabila seseorang mengadaikan budak, tempat tinggal, atau selain 

itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk 

penggadai. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk penggadai dan 

tidak ada sedikit pun untuk penerima gadai.” 

 

Namun sistem gadai yang terjadi pada penduduk Desa Totap Majawa 

Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, barang gadaian yang telah di serah 

terimakan menjadi milik penerima gadai sampai utang yang ada terlunasi oleh 

pemberi gadai, maka si penerima gadai memiliki hak untuk melakukan tindakan 

terhadap barang gadaian yang di serahkan. 

Dalam praktiknya saat rahin mengadaikan tanah sawah kepada murtahin, 

tanah sawah  dengan ukuran yang bervariasai lebarnya, ada yang berukuran satu 

rantai (20 x 20), dua rantai dan lainnya yang telah di jadikan objek gadai dikebalikan 

kepada rahin oleh murtahin dengan jalur sewaan, maka rahin harus membayar upah 

kepada murtahin  atas sewaan objek gadai tersebut. 

Praktik yang dilakukan oleh bapak Bambang Herianto, bapak Akhiruddin 

Nasution, bapak Jamal, bapak Suyanto Damanik, Ibu Aida Wati, Ibu Isnani Laila, 

masing dari mereka mengadaikan kepada bapak Suhendrik, bapak Jul Amri, Ibu 

Nurliana, Ibu Sri Dawanti, Bapak Sutikno, Bapak Eriyanto  mereka melakukan akad 



gadai dengan perjanjian hitam diatas putih atas kesepakatan batas waktu pelunasan 

dan berapa upah penyewaan atas objek gadai yang telah di gadaikan, biaya sewa yang 

mereka sepakati sesuai dari seberapa besar pinjaman. Pihak pengadai menyerahkan 

surat perjanjian gadai  tanah pesawahan dan pihak penerima gadai memberi 

sejumlah uang atas pinjaman yang dibutuhkan dari masing-masing mereka. Dengan 

cara sewa yang dilakukan maka tanah sawah yang dijadikan objek gadai bisa kembali 

dikelolah oleh pihak pengadai, pengemabilan barang gadaian melalui jalur sewa 

dilakukan guna pihak pengadai masih bisa mengelolah tanah sawah dan menikmati 

hasil dari sawah yang ia kelolah, dan pihak penerima gadai tidak perlu untuk 

mengelola tanah sawah yang digadaikan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan pada penduduk Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten 

Simalungun. Selain itu, pekerjaan sebagai petani merupakan salah satu pekerjaan 

pokok para pengadai, jadi dari hasil padi yang di kelolala mereka memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar utang gadaian tanah sawahnya.13 

Praktik gadai yang terjadi di Desa Totap Majwa Kecamatan Tanah Jawa 

Kabupaten Simalungun termasuk Non Formal karena mereka menganggap proses 

gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendaptkan pinjaman di bandingkan 

mereka harus meminjam kepada lembaga pegadaian ataupun bank. 

Dikatakan oleh Imam Syafi‟i dalam kitabnya Al-umm Juz II : 

                                                           
 
13 Hasil Wawancara Dari Pihak-Pihak Terkait, Pada Tanggal 17 Juni 2018  



قال الشافعي رحمو الله: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئن عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله 
14صلى الله عليو وسلم قال : )لا يغلق الرىن الرىن من  صاحبو الذي رىنو لو غنمو  و عليو غرمو(.  

Artinya : 

“Imam Syafi‟i berkata: Dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasannya Rasulullah 

bersabda,Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemilik yang 

mengadaikannya. Untuknya keuntungan dan baginya tanggungan kerugian.” 

 
 
Pendapat Imam Syafi‟i di atas beralasan melalui hadist Rasulullah yang 

bersumber dari Ibnu Al-Musayyab yang diriwayatkan oleh Imam Syafi‟i dalam kitab 

al-Umm. Jadi praktik gadai yang terjadi pada penduduk Desa Totok Majawa di 

Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalunguntidak sesuai dengan yang di katakan 

imam Syafi‟i. 

Sejalan dengan Pendapat Imam Syafi‟i, Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Bahwa pinjaman dengan 

mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 

ketentuan, ayat 2, yaitu: Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin15. 

Bahwa dalam konsep sewa dalam objek gadai yang dilakukan di Desa Totok 

Majawa  Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan syariat. 

Ijarah atau Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Objek sewa 

                                                           
 
14 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi‟i, Al-Umm Juz II, (Bairut: Dar al-

Fikr,1429 H/ 2009 M) h. 174. 
 

15https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/. Diacces Pada Tanggal 11 April 2018. 
 

https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/


menyewa adalah manfaat atas suatu barang.16 Pada objek penyewaan praktik gadai 

yang telah di paparkan adalah barang gadaian yang diserahkan oleh rahin kepada 

murtahin, bahwa barang dan manfaat dari marhun tersebut masih milik rahin. 

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab As-Sayyid Sabi  Fiqh Sunnah Jilid 3, 

yaitu : 

عقد الرىن عقد يقصد بو الاستيشاق و ضمان الدين, وليس المقصود منو الا ستثمار والر بح وما دام 
ذلك فانو لا يحل للمر تهن أن  ينتفع بالعين المرىونة وتو أذن لو الراىن, لأنو قرض جر نفعا وكل قدض جر نفعا 

17وكل قر ض جر نفعا فهو ربا.  

 Artinya : “akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan 
harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak 
di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dipergadaikan, meskipun orang 
yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap 
piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” 

 

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa 

Kabupaten Simalungun tidak dapat dikategorikan membatu seperti yang 

disyariatkan oleh hukum islam, dan ini merugikan salah satu pihak yaitu pemberi 

gadai (ar-rahin) dan bisa di kategorikan riba. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul : “HUKUM PENGEMBALIAN BARANG GADAIAN 

KEPADA AR-RAHIN MELALUI JALUR SEWA PERSPEKTIF IMAM 

                                                           
16 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 317. 
 
17 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875. 



SYAFI’I(Studi Kasus Tanah Sawah Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah 

Jawa Kabupaten Simalungun)” 

B. Rumusan Masalah  

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang, maka dapat penulis 

rumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam 

yaitu : 

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Pengembalian Barang Gadai 

Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin 

Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah 

Jawa Kabupaten Simalungun ? 

3. Bagaimana Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui 

Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban 

kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam masalah. Adapun 

tujuan dari penulisan skripsi adalah : 

1. Untuk Mengetahui  Bagaimana Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Pengembalian 

Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa? 



2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-

Rahin Melalui Jalur Sewa Yang Terjadi Di Desa Totap Majawa Kecamatan 

Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ? 

3. Untuk Mengetahui Hukum Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin 

Melalui Jalur Sewa Yang Sebenarnya Menurut Hukum Islam ? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

1. Secara praktis untuk menambah wawasan kepada masyarakat di Desa 

Totap majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan kepada 

mahasiswa khususnya Fakultas Syari‟ah dan Hukum mengenai masalah 

gadai. 

2. Secara teoritis untuk bahan masukan kepada tokoh masyarakat dan juga 

masyarakat di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten 

Simalungun dalam melakukan prktik gadai 

3. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara. 

 

 

 

 



E. Batasan Istilah 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, penulis 

merasa untuk mengemukakan batasan istilah sebagai berikut : 

1. Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa ats-Tsubuut dan ad-Dawaam(tetap). 

2. Adapun Ar-Rahn secara istilah syara’, menurut Ulama Syafi‟iyah adalah: 

menjadikan al-Ain’ (barang) sebagai watsiiqah (jaminan) utang yang 

barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al-Marhun bihi) 

ketika pihak al-Madiin (pihak yang berutang,ar-Rahin) tidak bisa 

membayar utang tersebut. 

3. Al-Qobdhu: al-marhun (barang gadaian) diserah terimakan ke tanggan 

pihak al-murtahin (penerima gadai). 

4. Elemen-Elemen atau Unsur Ar-Rahn  

Ar-Rahn memiliki empat unsur atau elemen yaitu :18 

a. ar-rahin   : Pihak yang mengadaikan 

b. al-Murtahin  : Pihak penerima gadai 

c. al-Marhun   : Barang yang di gadaikan 

d. Al-Marhun bihi : Tanggungan utang pihak ar-Rahin kepada al-

Murtahin. 

 

 

                                                           
 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007). h. 

111 



F. Kerangka Teori 

Sebagai makluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan 

orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia 

sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk 

memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu 

manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan 

yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.  

Dalam masalah pengembalian barang gadai kepada rahin melalui jalur sewa, 

menurut beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Totap  Majawa kecamatan 

Tanah jawa Kabupaten simalungun yaitu : 

a. Pendapat Tokoh Masyakat (Pangulu Nagori) 

Selama kedua bela pihak sudah tau kesepakatan, dan sama-sama menyetujui 

perjanjian yang di buat itu tidak menjadi permasalahan, dan penyewaan yang di 

lakukan pengadai dengan objek gadai yaitu tanah sawa memang sering di lakukan, 

dengan tujuan kedua bela pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari 

perjanjian yang telah di sepakati, mereka meminta perlindungan dari pangulu di 

dalam surat perjanjian gadai dengan tujuan dibelakang hari tidak ada yang ingkar 

atas perjanjian gadai yang mereka lakukan dan biasa jumlah pinjamannya minimal 

50 juta yang meminta perlindungan dari pangulu. 19 

                                                           
 

19 Hasil Wawancara Bersama  bapak  Ahmad Ridho, Pada Tanggal 16 juni 2018. 



b. Pendapat Maujana Nagori 

Praktik menyewa barang gadai seperti ini sudah menjadi kebiasaan di 

masyarat karna sudah dari dulu dilakukan, dengan sewa yang dilakukan di pemberi 

gadai tidak sia-sia memberikan pinjaman kepada pihak penggadai, kedua bela pihak 

sama-sama memdapat keuntungan. Pengadai bisa memperoleh uang pinjaman 

sementara penerima gadai memperoleh untung atas  uang yang di pinjamkannya, 

karna rata-rata pinjaman mereka termasuk hitungan puluhan juta jadi kalau 

penerima gadaian memberikan pinjaman dengan cuma-cuma dengan waktu yang 

cukup lama, dia pasti merasa terbebani karna seharusnya uang yang di berikan untuk 

pinjaman bisa dia manfaatkan untuk kebutuhannya. Jadi dengan dia menyewakan 

barang gadai kepada penerima gadai dia memperoleh untuk dan kalau gadai sudah 

terjadi maka sebenarnya barang gadai memang sudah menjadi milik penerima 

gadai.20 

c. Pendapat Tokoh Agama 

Dimana status barang gadaian adalah jaminan, bukan menjadi kepemilikan, 

tetapi yang terjadi pada masyarakat mereka melakukan perjanjian akad gadai dengan 

berpikiran bahwa hak atas barang beralih menjadi millik penerima gadai, dan ini 

tidaklah sesuai dengan ajaran islam namun yang di perbolehkan jika biaya sewa yang 

dilakukan hanya untuk biaya atas penjagaan atas barang gadaian. Tetapi masyarakat 

menganggap praktik yang dilakukan tidak salah karna mereka beranggapan satu 

                                                           

20 Hasil Wawancara Bersama  bapak  Efendi  Septiya, Pada Tanggal 24 juli 2018. 



sama lain saling ridho diantara keduanya, sudah sering di sampaikan saat pengajian 

berlangsung namun praktik tersebut ttap dilakukan oleh masyarakat.21 

d. Pendapat Tokoh Muhammadiyah 

Perjanjian gadai yang dikembalikan dengan jalur sewa, yang di lakukan antar 

kedua bela pihak tidak sesuai dengan aturan dalam transaksi gadai yang sebenarnya, 

para pengadai harus memberi upah sewa atas barang gadaian mereka dengan biaya 

sewa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Totap Majawa. Sebenarnya 

sudah sering diingatkan pada masyarakat namum praktik seperti ini masih di 

laksanakan, mereka beranggapan kedua belah pihak saling ridho atas atas praktik 

gadai yang terjadi dan sebenarnya praktik seperti ini sudah sejak lama terjadi.22 

Pendapat para ulama Syafi‟iyah, di antaranya : 

a.  Imam Nawawi dalam kitab Nihayah az-Zein 

 

23ولا يصح الرىن بشر ط ما يضر الراىن وينتفع المرىن.  

                                                           

21 Hasil Wawancara Bersama  bapak  Efendi  Septiya, Pada Tanggal 24 juli 2018. 
 
22 Hasil Wawancara Bersama  bapak  Efendi  Septiya, Pada Tanggal 24 juli 2018. 
 
23 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 

244. 



“Dan tidak sah gadai itu sesungguhnya sesuatu hal yang membawa 

kemudratan pihak pemberi gadai dan tidak pihak pemegang gadai memanfaatkan 

gadai tanah” 

b. As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 3 

 

رىن عقد يقصد بو الاستيشاق و ضمان الدين, وليس المقصود منو الا ستثمار والر بح وما دام عقد ال
ذلك فانو لا يحل للمر تهن أن  ينتفع بالعين المرىونة وتو أذن لو الراىن, لأنو قرض جر نفعا وكل قدض 

24جر نفعا وكل قر ض جر نفعا فهو ربا.  

Artinya :“akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk 
menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang 
memberi hutang tidak di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang 
dipergadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Pababila dia 
mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang 
mendatangkan manfaat. Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah 
riba.” 

c. Wahbah az-Zuhaili Dalam kitab Fiqh Islam Wa Adilatuhu  

فلا عينع القبض إعارة المرىن تاراه للرا ىن, أو أخذ الراىن المرىون بإذن المرتهن, وا ستعمالو للر  
25كوب والسكنى والا ستخدام, ويبقى وثيقة بالدين.  

Artinya: “keberadaan al-qobdhu tidak menghalangi untuk meminjamkan 
al-marhun kepada ar-rahin atau ar-rahin mengambil al-marhun atas seizin al-
murtahin, menggunakannya, memanfaatkannya, menempatinya atau 
menaikinya, dan kedudukannya tetap sebagai barang jaminan utang yang ada.” 

d. Syeikh Zainuddin „Abdul „Aziz AL-Malibariy dalam kitab Fathul Mu‟in 
                                                           
 

 
24 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875 . 
 
25 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007), h. 

4242-4243. 



26رتهن, كان يشرطا ان الزوائد اكحاد ثة كثمرة الشجر مرىونو.كشرط منفعتو اىالمرىون للمو  

Artinya: “Tidak sah pula bila disyaratkan kemanfaatan barang gadai untuk 

Murtahin, sebagaimana dua bela pihak menentukan syarat bahwa tambahan-

tambahan yang terjadi misalnya buah pohon yang digadaikan ikut digadaikan 

pula.” 

G. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan dan kerangka pemikiran 

diatas dapat diambil hipotesis (jawaban sementara) bahwa dalam Hukum 

pengembalian barang gadai kepada rahin  melalui jalur sewa  termasuk riba karena 

barang gadai hanya sebagai jaminan utang, kepemilikan dan manfaatnya dan 

marhun  masih menjadi hak rahin. 

H. Metode Penelitian 

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap 

pembahasan dengan mengunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pembahasan yang 

dikaji atas materi hukum, atau peraturan-peraturan yang ada yang dikaitkan dengan 

                                                           
 
 
26 Syeikh Zainuddin „Abdul „Aziz AL-Malibariy, Fathul Mu’in, (Alharamain 

Jaya:Indonesia,1437 H/2006 M) h. 73. 



materi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dan penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu informasi dan data yang diperoleh dan melakukan 

penelitian lapangan ke lapangan yang berlokasi di Desa Totokmajawa Kecamatan 

Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.27 

2. Objek Penelitian  

Yang menjadi objek penelitian yaitu  tanah sawah yang di gadaikan oleh rahin 

kepada murtahin dandikembalikan dengan jalur sewa oleh murtahin kepada rahin di 

Desa Totap majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam pnelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan 

bahan hykum skunder. 

a. Sumber data primer yaitu penelitian data, mencari data dari pihak yang 

terkait langsung dengan pristiwa pengembalian barang gadai kepada rahin 

melalu jalur sewa dari pihak-pihak tersebut, pengadai tanah sawah, 

penerima gadai tanah sawah, toko masyarakat dan tokoh agama. 

b. Sumber data skunder yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, 

jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judu skripsi ini. 

 

 

 

                                                           
27

Ade Septomo, Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Universitas Press, 2007), 
h. 33. 



4. Teknik Pengumpulan  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), yaitu 

penelitian yang menitik beratkan pada studi kasus . maka untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data : 

a. Wawancara yaitu percakapan, tanya jawab langsung berjumpa mengali 

informasi yang bisa dilakukan dua orang atau lebih. Dan adapun 

wawancara yang dilakukan penulis secara terbuka. 

b. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan dan tidak langsung 

ditunjukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi 

terkait objek peneliti. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Ada beberapahal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang 

secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, 

kerangka teoritis, hipotesis, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep akad Ar-Rahn yang terdiri 

dari pengertian Ar-Rahn, landasan hukum Ar-Rahn, rukun dan syarat Ar-Rahn, 



Pemanfaatan Ar-Rahn,Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai, 

berakhirnya akad Ar-Rahn. 

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, keadaan pendidikan, keadaan pekerjaan dan keadaan agama Desa Totap 

Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. 

Bab keempat merupakan pembahasan tentang pengembalian barang gadai 

kepada ar-rahin melalui jalur sewa yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan 

Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, hukum pengembalian barang gadai kepada ar-

rahin melalui jalur sewa perspektif imam Syafi‟i dan hukum pengembalian barang 

gadai kepada ar-rahin melalui jalur sewa yang sebenarnya menurut hukum islam 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KONSEP AKAD AR-RAHN  

A. Pengertian Ar-Rahn 

Ar-Rahn dalam bahasa arab menggadaikan, menangguhkan رىنا– يرىن رىن  atau 

jaminan hutang, gadaian.28 Sedangkan definisi akad ar-rahn menurut istilah syara‟, 

yang di maksud dengan rahn ialah : 

ة فى نطر الشارع وثيقةبدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين اواخذ بعضو من تلك جعل عين لهاقيمة مالي
29العينز.  

 

 Artinya : “menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syara‟ 

sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan 

uang atau mengambil sebagian benda itu.” 

Kalangan ulama Syafi‟iyah mendefinisikan ar-rhn sebagai berikut  : 

 

30وعر فو الشافعية بقو لهم : جعل عين وثيقة بدين يستو في منها عند تعذر وفا ئو .   

                                                           
 
28

 Abid Basri, Munawir AF, Kamus AL-BISRI,Cet. Ket-1, (Surabaya Pustaka Prgogresif, 1999), 
h.274. 
 

29 Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah 
Ma’ani Alfazh al-Minhaj, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1004 H), h.233. 

 
30 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007) 

h.4207. 



 Artinya  “Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, 

dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika 

pelunasannya mengalami kesulitan”. 

Dan diterangkan pada, pasal 14 ayat 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

(KHES) mendefinisikan, “Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam 

oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.”31 

B. Landasan Hukum Ar-Rahn 

Para ulama fiqh sepakat bahwa ar-rahn diperbolehkan tetapi tidak 

diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua bela pihak tidak 

saling mempercayai.32 Gadai (Rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, 

Hadist, dan Ijma‟.33 

a. Al-Qur‟an  

Adapun dasar dari Al-Qur‟an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat  283: 

                                                           

31 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontenporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 
193. 

32 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamala, ( Jakarta: Kencana, 2015) h. 266. 

33 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, h. 288. 



                              

                                     

          

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”34 

 
 
Dan jika kamu di dalam perjalanan. Di dalam musafir, sedang kamu tidak 

mendapat seorang pebulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. 

“artinya; Pokok pertama, baik ketika dirumah atau di dalam perjalanan di antara 

yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang 

memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan 

daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. “tetapi jika percaya yang 

setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang diserahi amanat itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah taqwa kepada Allah, Tuhan-nya.” Misalnya si 

fulan beruntung kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak di bayar dalam masa 

tiga bulan, dan untuk penguatkan  janji digadaikannya sebentuk cicin yang biasanya 

harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua bela pihak 

                                                           
 
34 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Dipononegoro, 2005), 

h.  38. 
 



memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah 

membayar habis hutangnya yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak 

amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji”35 

 
 

b. As-Sunnah  

و اللفظ ليحيى, قال يحيى :أخبرنا,  –حد ثنا يحيى بن يحيى, وأبو بكر بن أبي شيبة, و محمد بن العلاء 

عن الأ غمش, عن إبراىيم, عن الأ سود, عن -وقال الآخران: أخبرنا, وقال الآ خران: حد ثنا أبو معاوية

36هودي, طعاما بنسيئة, فأعطاه در عالو رىنا.عائشة, قالت : اششترى رسولالله من ي  

Artinya :“Telah menceritakan Yahyah bin Yahyah dan Abu Bakar Ibnu Abi 
Saibah dan Muhammad Ibu Ala dan melafaskan bagi Yahyah, berkata yahyah 
menceritakan ia akan kami dan pendapat yang lain menceritakan akan kami Abu 
Muawiyyah dari Al-Akmas dari Ibrohim dari Aswal dari Aisyah berkata ia di suatu 
hari Rasulullah membeli sebuh makanan dari seorang yahudi dengan bayaran yang 
di tanggukan kemudian beliau memberinya baju besi sebagai jaminan (H.R.Muslim) 

c. Ijma‟ 

Para ulama telah menyepakati bahwa rahn (gadai) boleh dilakukan, tidak ada 

perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehannya.37 

 

                                                           
35 Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jizi‟ 2, (Jakarta: Pustaka Paniiman,t,th), 

h.85 
 

 
36 Abi husain Muslim bin Hajjaj  Al Qusyairi An Naisaburi, Shohi Muslim, (Bairut: 204 -261 H) 

h. 666. 
 
37 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jIlid III (Bairut: Dar as-saqafah al-Islamiyah, tth),h.131. 
 



C. Rukun dan Syarat Ar-Rahn 

Akad rahn  dianggap telah terjadi apabila sudah dipenuhi rukun dan 

syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus di penuhi secara 

tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai,sedangkan syarat 

adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.38 

1. Rukun Ar-Rahn 

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama fiqh. Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada 4 (empat) yaitu:39 

a) Shighat (lafaz akadijab dan qabul) 

b) Aqid (pihak yang melakukan akad, yaitu rahin dan murtahin)  

c) Marhun (barang gadai atau barang jaminan) 

d) Marhun Bih (utang) 

 
2. Syarat Ar-Rahn 

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu 

sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi : 

a) Syarat Shiqat(lafaz akadijab dan qabul) 

 Sahnya gadai dengan ijab dan qobul,40 Dalam kitab Mazhab Syafi‟i 

disebutkan:  

                                                           
 
38 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015)  

h.204-205. 
 
39 As-Syarbini Al-Khatib, Mughni Al-Muntaj, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978) h.121. 

  



 Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan 

secara nyata seperti: “aku jual kepadamu”.41 

   Qabul adalah: 

Qabul  adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak 

milik seperti, “aku beli”.42 

Sekalipun syarat gadai itu sama seperti pada akad jual beliatau nikah seperti 

aku menjual kepadamu atas sesuatu yang di gadai kepadaku, maka ia berkata aku 

beli dan aku gadai maka sah gadaian tersebut sekalipun tidak mengatakan yang 

pertama setelahnya yaitu : aku mengadai atau aku terima.43 

 Ulama dari kalangan Syafi‟iyah berpendapat bahwa syarat rahn itu dapat 

dikelompokkan dalam tiga syarat sebagai berikut:44 

a. Syarat shahih, yaitu mensyaratkan agar murtahin cepat membayar utangnya 

sehingga jaminan tidak disita. 

b. Syarat batil, yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti 

mensyaratkan agar hewan yang dijadikan  jaminan diberi makanan tertent. 

Syarat seperti ini batal, tetapi akadnya sah. 

                                                                                                                                                                                     
40 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 237. 
 
41 Abu Bakar bin „Muhammad Syattu ad-Damiati, I’anah at-Thalibin, Jilid 3 (Makkah: Dari 

Ahya al-Kutub al-„Ilmiah, 2344 H), h. 3. 
 

42 Ibid, h. 4. 
 
43 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, h. 237. 

 
44 Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah 

Ma’ani Alfazh al-Minhaj, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1004 H), h.234. 
 



c. Syarat yang merusak akad, yaitu mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan 

murtahin. 

Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilahberpendapat bahwa apabila syarat 

itu mendukung kelancaran akaditu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila 

syarat itubertentangan dengan tabi‟at akad gadai maka syaratnya batal.Sebagai 

contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidakdapat membayar utang 

pada waktu yang telah ditentukan, makabarang jaminan tidak boleh dijual. Syarat 

yang demikian itu tidaksaja membatalkan syarat ar-rahn, tetapi sekaligus 

membatalkanakad.45 

2. Aqid (Rahin dan Murtahin) 

Syarat keduanya yaitu dari orang yang baik yaitu setiap dari keduanya mukallf 

yang terpilih yang tidak terlarang atau melanggar atasnya. Maka tidak sah gadai dari 

lawan mereka itu. Kemudian jika bersumber dari orang yang baik pada hartanya 

maka itulah gadai namanya. Dan jika tidak begitu maka syaratnya ialah terjadinya 

menurut jalan kemaslahatan.46 

Syarat yang berakad harus yang mengadaikan barangnya, berakal, baligh.47 

Dan syarat yang harus dipenuhi oleh aqid (rahin dan murtahin) adalah aliyah 

                                                           
 
45 As-Syarbini Al-Khatib, Mughni Al-Muntaj, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978) h.122. 
 
46 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 

238. 

47 Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah 
Ma’ani Alfazh al-Minhaj  juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.234. 



(kecakapan). Kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual 

beli dan akad tabarru’. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah akad tabarru‟. Oleh 

karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak di 

bawah umur, gila, boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang 

dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau washiy atau hakim kecuali karena keadaan 

darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyah-

nya.48 

3. Syarat Marhun (barang gadai atau barang jaminan) 

Al-Marhun adalah harta yang ditahan oleh pihak al-Murtahin untuk 

mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (al-istiifaa’) yang menjadi al-

Marhun bihi. Jika al-Marhun sama jenisnya dengan hak yang menjadi al-marhun 

bihi, maka diambilkan dari al-Marhun. Jika tidak sama jenisnya, maka al-Marhun di 

jual terlebihdahulu lalu hak yang menjadi al-Marhun bihi dibayar dengan 

diambilkan dari harga hasil penjualan itu.49Fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat al-

marhun sama dengan syarat-syarat al-Mabii’ (barang yang dijual), supaya al-

marhun bisa dijual untuk selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang 

menjadi al-Marhun bihi.50 

                                                           
 
48 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007). 

h.144. 
 
49 Ibid, h.133. 
 
50 Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah 

Ma’ani Alfazh al-Minhaj, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.238 



Al-marhun, dan baginya ada 2 syarat:51 

1. Keadaan barang bisa dipercaya dan selamat dari cacat, dan tidak sah 

gadai kecuali pada barang walaupun bagian harta. Dan disyaratkan 

mendapat izinmenggunakan di dalam memegang barang yang diambil 

saja karena menetapkannya atas mengambil yang mencegah tanpa ada 

izinnya. 

2. Sebuah barang yang bisa dijual pada waktu halalnya. Yang sah gadai 

dari budak perempuan tidak kepada anaknya dan juga sebaliknyadan 

dari itu untuk mendapat kesempurnaan dari harganya, maka tidak sah 

gadai seumpama itu dari anak. 

Ulama Syafi‟iyah memberi persyaratan terhadap marhun (barang yang di 

gadaikan) harus berbentuk benda dan dapat diserah terimkan pada waktu akad rahn 

berlangsung.52 

4. Syarat Marhun Bih  

Al-Marhun bih adalah hak yang dibrrikan ketika rahn. Para ulama Syafi‟iyah 

memberikan tiga syarat terhadap marhun bih, yaitu :53 

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. 

b) Utang harus lazim pada waktu akad. 

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. 

                                                           
 
51 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 238 

52 Syam al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Syarbini, Mughni al-Muntaj ila Ma’rifah 
Ma’ani Alfazh al-Minhaj, juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1004 H), h.238. 

 
53 As-Syarbini Al-Khatib, Mughni Al-Muntaj, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978) h.121. 
 



D. Pemanfaatan Rahn 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh 

penerima gadai (murtahin). Jumhur ulama selain ulama mazhab Hambali 

berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan 

tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang 

gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang 

diberikan. Apabila pemberi gadai (rahin) tidak mampu melunasi utangnya barulah ia 

bisa menjual atau mengh.argai barang tersebut sebagai pelunasan utang untuk di 

manfaatkan sendiri54 

Menurut mazhab Syafi‟i adalah halal bagi penggadai untuk mengambil 

manfaat dari barang gadaian tersebut tanpa izin pemeganggadai. Karena barang itu 

adalah miliknya dan seorang pemilik tidakdapat dihalang-halangi untuk 

memanfaatkan hak miliknya. Namundemikian, pemanfaatan itu tidak boleh 

merusak, baik kualitas maupunkuantitas barang itu. Oleh sebab itu, jika terjadi 

kerusakan pada barang tersebut, maka pemilik bertanggung jawab atas hal itu.55 

E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai 

Dalam perjanjian gadai antara penberi dan penerima gadai terdapat hak dan 

kewajiban antara keduanya. Pertama, hak dan kewajiban pemberi gadai atau orang 

                                                           
 
54 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015), 

h.210. 
 
55 As-Syarbini Al-Khatib, Mughni Al-Muntaj, Jilid II, Bairut: Dar al Fikr,1978), h.131. 
 



yang menggadaikan barang, yaitu: (a). Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan 

uang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan. (b). Jika 

sudah waktunya. Maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima 

gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa 

mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai 

berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.56 

Kedua, hak dan kewajiban penerima gadai yaitu: (a). Penerima gadai 

berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan 

barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya, (b). 

Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai 

jika utangnya telah di lunasi.57 

F. Berakhirnya Akad  Ar-Rahn 

Barang gadai adalah amanat yang ada di tanggan pemegang gadai, ia tidak 

berkewajiban memintaganti kecuali jika melewati batas waktu.58 Akad gadai berakhir 

karna hal-hal berikut ini :59 

1. Diserahkannyaal-marhun kepada pemiliknya. 

                                                           
 
56 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015),  

h.210. 
 
57 Ibid,  h.210. 
 
58 Ibid.  h.215. 
 
59 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Damarkus: Darul  Fikr, 2007). h. 

229. 



Menurut jumhur ulama selain Syafi‟iyah, akad gadai berakhir karena 

diserahkannya marhun kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai 

merupakan jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi 

berakhir. 

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (Al-Marhun bihi)  

Apabila ar-rahin telah melunasi seluruh al-marhun bihi, maka akad ar-rahn 

secara otomatis selesai dan berakhir. 

3. Penjualanal-marhun  secara paksa 

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka 

atas perintah hakim, rahin bisa menjual marhun. Apabila rahin tidak mau 

menjual hartanya (marhun) maka hakim yang menjualnya untuk untuk 

melunasi hutang nya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka 

akad gadai telah berakhir.  

4. Utang telah di bebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, 

termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain). 

5. Pembatalan akad ar-rahn dari pihak al-murtahin atau dengan kata lain, al-

murtahin membatalkan akad ar-rahn yang ada, walaupun pembatalan 

tersebut hanya sepihak  

6. Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, akad ar-rahn tidak batal karena 

meninggalnya ar-rahin atau al-murtahin isebelum diserahkannya ial-

marhun ketanggan murtahin. 

7. Binasanya al-marhun 



Berdasarkan sesepakatan fuqaha, akad ar-rahn batal dengan binasanya al-

marhun, baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa al-marhun adalah 

barang amanat ditangan al-murtahin sehingga jika binasa, maka ia tidak 

menanggungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Legenda Dan Sejarah Desa 

Nagori Totap Majawa adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun 

Kecamatan Tanah Jawa Berdasarkan pendapat para toko masyarakat Nagori Totap 

Majawa sudah ada sejak Tahun 1890 Masehi dengan jumlah penduduk 30 orang 

yang dihuni oleh masyarakat suku batak simalungun, namun dengan perkembangan 

transmigrasi yang terjadi Nagori Totap Majawa Mengalami pertumbuhan yang 

sangat signifikan dalam jumlah penduduk, kini Nagori Totap Majawa sudah memiliki 

penduduk  2822 jiwa dengan berbagai macam suku diantaranya Jawa,  Batak Toba, 

Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Padang.60 

 

 

 

 

 

                                                           
 
60 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 

(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5. 

 



Tabel I 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagori 

No Nama Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Erlisah Sinaga 

Syahril 

Zamruddin Syam,SP 

Asri Nanda Sari 

Van Abdy N Damanik 

Shella Lorenza Butar-Butar 

Rahmaddhani 

Amri 

Riadi  

Bambang Safari 

Romani 

Jumali 

Pangulu 

Seketaris Nagori 

Maujana Nagori 

Kepala Urusan Pemerintah 

Kepala Urusan Pembangunan 

Kepala Urusan Keuangan 

Gamot I Totap Majawa 

Gamot II Totap Majawa 

Gamot III Tetap Rejo 

Gamot IV  Tetap Rejo 

Gamot V Afdeling V Bah 

Jambi 

Gamot Huta VI Emplasmen 

Pagar Jawa 

       Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

B. Kondisi Sosial Desa  

 Kehidupan masyarakat Desa Totap Majawa sangat kental dengan tradisi-

tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus 

kehidupan manusia, sepeti kelahiran, perkawinan, pengajian-pengajian dan wiritan 

untuk orang yang meninggal. Tradisi Tolak Bala (Syukuran) tiap 2 tahun 1 x 

dilakukan di desa Totap Majawa dan tepatnya saat panen padi, guna terhindar dari 

bala dan syukuran atas hasil panen.  



 Gotong-royong dan sosial dalam masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan 

menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh 

masyarakat. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga 

masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa 

Totap Majawa masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (Siskamling) 

Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai berkurang. 

Keadaan ini disebabkan karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh 

warga untuk bekerja.61 

C. Geografi Desa 

Secara geografis dan secara administratif Nagori Totap Majawa merupakan 

salah satu dari 19 nagori dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tanah  Jawa Kabupaten 

Simalungun dan memiliki luas Wilayah 968 km2 . berbatasan langsung dengan, 

sebelah Barat Nagori Narubun Jaya sebelah Timur Nagori Bah Jambi II sebelah 

Utara Sungai Bah Bolon serta sebelah Selatan Sungai Bah Kasindir. 62 

Lahan di Nagori sebagian besar merupakan Tanah Sawah dan Tanah Kering 

seperti uraian tabel berikut : 

 

 

                                                           
 
61 Erlisah Sinaga, Pangulu Nagori, Wawancara Pribadi, Totap Majawa: 25 Juli 2018. 

62 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 
(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5. 

 



Tabel II 

Peruntukan Lahan 

No  Peruntukan Lahan Jumlah  Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Luas Pemukiman 

Luas Persawahan 

Luas Perkebunan 

Luas Perladangan 

Luas Kuburan 

Luas Perkarangan 

Luas Perkantoran 

Luas Sarana Prasarana Umum 

Lainnya 

46,73 

173 

725 

12 

1,08 

4,2 

0,02 

5,97 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Ha/M2 

Total Luas  968 Ha/M2 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.  

D. Demografi Desa 

Jumlah penduduk nagori totap majawa berdasarkan profil nagori tahun 2016 

sebesar 2931 jiwa terdiri dari1432 laki laki dan  1499 perempuan dan jumlah kepala 

keluarga 882 KK.63 

 

 

 

                                                           
 
63 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 

(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5. 



Tabel III 

Pertumbuhan Penduduk 

No  Jenis Kelamin Jumlah Satuan 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

1376 

1506 

Jiwa 

Jiwa 

Jumlah..... 2882 Jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga  822 KK 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006  

E. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas pendidikan. Total tingkat pendidikan Nagori Totap Majawa.64 

Tabel IV 

Jumlah Lulusan Penduduk Tingkat Pendidikan  

No  Tamat Pendidikan Jumlah  Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak Tamat SD 

Tamat Sd 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat Akademi/PT 

428 

715 

395 

836 

43 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

      Jumlah 2417 Jiwa  

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

                                                           
 
64 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 

(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 5 
 



Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Nagori 

Totap Majawa hanya lulusan SD,SLTP dan disusul dengan SLTA. 

Tabel V 

Jumlah Lulusan Penduduk Tingkat Pendidikan  

 

No 

 

Uraian  

SD SLTP SLTA 

L  P  L  P  L  P  

1 

2 

Agnka Putus Sekolah 

Agnka Melanjutkan 

8 

42 

4 

35 

18 

33 

9 

43 

9 

38 

11 

47 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

Tabel VI 

Sarana Pendidikan  

No Nama Sekolah Jumlah Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PAUD 

TK/TPA 

MDA 

SD 

SMP/SLTP 

SMU/SLTA 

2 

- 

1 

1 

- 

- 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Jumlah 4 Unit 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

F. Keadaan Ekonomi  

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil-hasil pembangunan 

adalah produk domestik  regional bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat 



pertumbuhan ekonomi suatu nagori  dan kontribusi sektor dalam kegiatan 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nagori totap majawa. 65 

Tabel VII 

Kemiskinan 

 

No  

 

Huta  

 

Jumlah  

Presentase 

kemiskinan (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

Huta I Totap Majawa 

Huta II Totap Majawa 

Huta III Tetap Rejo 

Huta IV  Tetap Rejo 

Huta V Afdeling V Bah 

Jambi 

Huta VI Emplasmen Pagar 

Jawa 

62 

62 

32 

49 

16 

 

2 

 

7,54 

7,54 

3,89 

5,96 

1,94 

 

0,24 

Jumlah 223 27,11 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.  

1. Mata Pencaharian Penduduk 

Sebagian besar penduduk Totap Majawa bekerja pada sektor Pertanian secara 

detail mata pencaharian  penduduk Desa Totap Majawa adalah sebagai berikut :66 

 

 

                                                           

65 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 
(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 8 

66 Syahril, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM Nagori) Tahun 2016-2020, 
(Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun : 06 April 2017) hal. 6 



Tabel VIII 

Mata Pencaharian Penduduk 

No  Mata Pencaharian  Jumlah  Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pertanian 

Karyawan BUMN/BUMD 

Industri Pengolahan 

Pedagang 

PNS 

Buruh Tani 

Pengrajin Industri Rumah Tangga 

Peternakan  

Montir 

Pensiunan TNI/PNS/POLRI 

226 

72 

12 

32 

15 

358 

16 

67 

12 

22 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

KK 

Jumlah  832 KK 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006.  

2. Pertumbuhan Angkatan kerja 

 

Tabel IX 

Pertumbuhan Angkatan kerja 

No  Klasifikasi  LK  PR Total 

1 

2 

3 

Usia Kerja 

Angkatan Kerja 

Mencari Kerja 

241 

142 

107 

303 

147 

112 

544 

289 

219 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

 



G. Infrastruktur Desa 

Tabel  X 

Kondisi Infrastruktur Irigasi 

 

No  

 

Uraian 

Kondisi  

Jumlah Baik Rusak 

1 

2 

3 

Saluran Primer 

Saluran Skunder 

Saluran Tersier 

- 

- 

- 

V 

- 

V 

1 

- 

8 

    Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006 . 

Tabel XI 

Kondisi Ifrastruktur Pemukiman 

No  Uraian Jumlah Satuan 

1 

2 

3 

Rumah Sehat 

Rumah Tidak Sehat 

Rumah Tidak Layak Huni 

682 

- 

58 

Unit 

Unit 

Unit 

Jumlah  740 Unit 

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006  

H. Kondisi Agama 

Tabel XII 

Kondisi Agama 

 

No  Nama Agama Jumlah  Satuan 

1 

2 

3 

Islam 

Kristen Protestan 

Kristen Katolik 

2490 

301 

31 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 



4 

5 

6 

Hindu 

Budha 

Kong Hu Chu 

- 

- 

- 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

       Jumlah  2822 Jiwa  

Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006. 

 

Tabel XIII 

Sarana Ibadah 

No  Nama Tempat Ibadah jumlah Satuan  

1 

2 

3 

4 

5 

Masjid  

Gereja 

Pura 

Klenteng 

Vihara  

5 

3 

- 

- 

- 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

          Jumlah 8 Buah  

     Sumber: Data Statistik Desa Totap Majawa tahun 2006  

 

 

 

 

 



BAB IV 

PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG GADAI KEPADA AR-RAHIN 

MELALUI JALUR SEWA DI DESA TOTAP MAJAWA KECAMATAN 

TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN  PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I 

A. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pengembalian Barang Gadai 

Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa 

Secara normatif penulis mengambil pendapat iman Syafi‟i sebagai referensi 

dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti penulis. Secara 

konsep dijelaskan bahwa menurut jumhur ulama dinyatakan hukum rahn (gadai) 

boleh di lakukan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang 

kebolehannya.67 

Sebagaimana diterangkan dalam kitab Imam Syafi‟i Al-Umm Juz II, yaitu: 

قال الشافعي رحمو الله: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئن عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله 
68صلى الله عليو وسلم قال : )لا يغلق الرىن الرىن من  صاحبو(.  

 

                                                           

67 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, jIlid III, h.131. 

68 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi‟i, Al-Umm Juz II, (Bairut: Dar al-
Fikr,1429 H/ 2009 M) h. 174. 



Artinya : “Imam Syafi‟i berkata: Dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasannya Rasulullah 

bersabda,Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemilik yang 

mengadaikannya. 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa barang gadai tak terpisahkan dari 

pemiliknya, yaitu penggadai. Jadi yang memiliki barang gadai termasuk manfaat 

yang muncul darinya adalah tetap penggadai, bukan pemegang gadai. Keberadaan 

barang gadai di tangan pemegang gadai hanyalah sebagai kepercayaan dalam utang 

piutang antara penggadai dan pemegang gadai, bukan berarti pemegang gadai lalu 

memilikinya atau berhak memanfaatkannya. Dan pendapat Imam Syafi‟i bahwa 

pemanfaatan yang sah hanya milik rahin dan pendapat imam Nawawi bahwa tidak 

boleh ada kemudratan di dalm akad rahn. Dalam pendapat imam Syafi‟i terhadap 

pemanfaatan gadai yaitu: 

نو ))الر ىن مر كوب ومحلوب(( وىذا لا قال الشافعي رحمو الله تعالى : يروى عن أبي ىريرة رضي الله تعالى ع
يجوز فيو إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكو الراىن لاللمر تهن لآنو إنما يملك الركوب والحلب من ملك الر 

69قبة والر قبة غير المنفعة الي  ىي الر كوب والحلب.  

 

Artinya :“Imam Syafi‟i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, “Gadai 
ditunganggi dan di perah” hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang 
dan memerah untuk pemiliknya (yaitu pengadai, sebab yang berhak menunggang 
dan memerah hanyalah pemilik dzat harta berbeda dengan mananfaatnya seperti 
menunggang dan memerah susunya.” 

 

                                                           

 
69 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi‟i, Al-Umm Juz II, (Bairut: Dar al-

Fikr,1429 H/ 2009 M) h. 162. 



Sebagaimana juga pendapat Imam Nawawi, yaitu 

70ولا يصح الرىن بشر ط ما يضر الراىن وينتفع المرىن.  

 

Artinya : “Dan tidak sah gadai itu sesungguhnya sesuatu hal yang membawa 

kemudratan pihak pemberi gadai dan tidak pihak pemegang gadai memanfaatkan 

gadai tanah” 

Dan praktik gadai yang terjadi di Desa Totap majawa dapat di katakan 

mengandung unsur riba dikarenakan pihak penerima gadai mengabil keuntungan 

dari piutang. Sebagaimana yang di pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah: 

الر بح وما دام عقد الرىن عقد يقصد بو الاستيشاق و ضمان الدين, وليس المقصود منو الا ستثمار و 

ذلك فانو لا يحل للمر تهن أن  ينتفع بالعين المرىونة وتو أذن لو الراىن, لأنو قرض جر نفعا وكل قدض جر نفعا 

71وكل قر ض جر نفعا فهو ربا.  

Artinya : Akad pergadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan 
harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak 
di perbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dipergadaikan, meskipun orang 
yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, setiap 
piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. 

                                                           

70 Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nihayah az-Zain, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th) h. 244. 

 
71 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 874-875. 



Hal ini sesuaidengan sabda nabi menurut riwayat Al-Haris bin Usamah yang 

bunyinya: 

72وعن على رضى الله عنو قال : قال رسول الله صلى الله عليو وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا.  

Artinya: “Setiap hutang yang menghasilkan adalah riba”. 

Dan diterangkan juga di dalam sebuah hadist bahwa tidak boleh ada 

kemudharatan di kedua bela pihak, yaitu : 

73ررو لا ضرار.لا ض  

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan" (HR. 

Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id al-khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). 

Namun pada praktik rahn yang di laksanakan di Desa Totap Majawa bahwa 

kepemilikan marhun berpindah  secara penuh kepada penerima gadai selama masa 

perjanjian akad gadai dan di kembalikan kepada rahin dengan cara sewa, hal 

tersebut tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dalam konsep gadai bahwa marhun 

hanya sebagai barang jaminan terhadap piutang apabila pihak rahin tidak mampu 

melunasi piutang tersebut. Dalam pendapat imam Syafi‟i bahwa marhun dan 

manfaatnya masih milik rahin. 

                                                           
 
 
72 Muhammad bin Ismail al-Kahla, Subulussalam, (Bandung: Dahlan, 1995) h.53. 
 

 
73

 Hasbi al-Shiddieqi, Mabahits Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyah, (Jogjakarta: t.pn.tt) h.243 



Berdasarkan uraian diatas dapat diambil analisa bahwa praktik rahn yang di 

lakukan Desa Totap Majawa tidak sesuai dengan konsep rahn Imam Syafi‟i, karena 

mengadung unsur riba. 

 
B. Pelaksanaan Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui 

Jalur Sewa di Desa Totap Majawa 

Rahn (gadai) merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 

manusia, sebab dengan akad gadai manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kendatipun akad rahn disyariatkan dengan berbagai ketentuan yang telah 

diatur dalam kitab fiqh, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa yang 

semestinya. Misalnya saja, mengenai barang gadaian (marhun) yang dikembalikan 

kepada rahin melalui jalur sewa. 

Berdasarkan kasus gadai yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah 

Jawa Kabupaten Simalungun, ditemukan sebagian masyarakat melakukan akad rahn 

dengan cara bahwa barang gadaian (marhun) yang di gadaikan dikembalikan kepada 

rahin melalui jalur sewa, yang menjadi objek gadai atas pinjaman yang mereka 

lakukan ialah tanah sawah yang ukurannya berpariasi dalam hitungan rantai yaitu 

dalam 1 rantai terhitung 20 m x 20 m. Praktik gadai tersebut dilaksanakan  oleh 

bapak Bambang Herianto mengadai kepada bapak Suhendrik dengan pinjaman 

sebesar Rp. 80.000.000 atas gadaian sawah 6 rantai, bapak Akhiruddin Nasution 

mengadaikan kepada bapak Jul Amri dengan pinjaman sebesar Rp. 75.000.000 atas 



gadaian sawah 6 rantai, bapak Jamal mengadaikan kepada ibu Nurliana dengan 

pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 atas gadaian sawah 4 rantai, bapak Suyanto 

Damanik mengadaikan kepada ibu Sri Dawanti dengan pinjaman sebesar Rp. 

50.000.000 atas gadaian sawah 5 rantai, Ibu Aida Wati mengadaikan kepada bapak 

Sutikno dengan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000 atas gadaian sawah 6 rantai, Ibu 

Isnani Laila mengadaikan kepada bapak Erianto dengan pinjaman sebesar Rp. 

40.000.000 atas gadaian sawah 5 rantai, mereka melakukan akad perjanjian hitam 

di atas putih yang di buat oleh pihak pengadai dimana perjanjian tersebut di saksikan 

oleh pihak keluarga dari masing-masing mereka, jika pinjaman yang mereka adakan 

mencapai 50 juta maka mereka meminta persaksian dan pengesahan dari Paghulu 

Nagori Totap Majawa agar tidak ada hal yang merugikan salah satu pihak di 

kemudian hari atau pihak pengadai ingat janji karena surat tanah masih berada di 

tanggan pengadai pihak penerima gadai hanya menerima surat perjanjian. Jangka 

waktu pelunasan yang di sepakati pada umumnya 2 tahun kedepan dari tanggal 

penanda tangganan surat perjanjian, jika masa 2 tahun pengadai belum mampu 

melunasinya maka dilakukan perpanjangan masa perjanjian pelunasan dan jika tidak 

mampu melunasinya penerima gadai membeli gadaian dengan harga yang telah di 

sepakati yaitu sesuai lokasi tanah sawah dan harga pasaran tanah sawah yang ada di 

Desa Totap Majawa. Praktik gadai yang mereka lakukan tergolong Non Formal 

karena mereka mengadaikan hanya kepada sanak saudara ataupun tetangga, karena 



mereka beralasan bahwa jika meminjam di Bank atau Lembaga Formal proses yang 

dilakukan begitu rumit, adanya keterikatan dan resiko yang besar.74 

Marhun (barang gadai) secara otomatis menjadi milik pihak penerima gadai 

setelah melakukan perjanjian, dan pihak pengadai bisa mengelolah tanah sawah yang 

menjadi marhun  dengan cara menyewanya kepada pihak penerima gadai dengan 

biaya sewa sesuai dengan kebiasaan yang di lakukan di Desa Totap Majawa ialah 5 

kaleng padi kering / rantai dalam bentuk uang tunai, jangka waktu pembayaran uang 

sewa sesuai masa panen yaitu per tiga bulan. Pembayaran yang di lakukan dalam 

bentuk uang namun perhitungan padi kering. Dengan perhitungan, yaitu: 1 ratai = 5 

kaleng, 1  kaleng padi kering = 12 kg, 1 kg padi kering = Rp. 4.000 dengan total = 1 

ratai = Rp. 240.000. dan biaya sewa dengan hitungan seberapa luas tanah sawah 

yang menjadi marhun (barang gadai). Jika harga padi saat pembayaran uang sewa 

naik maka secara otomatis pembayaran sewa naik karna kebiasaan yang ada 

hitungan biaya sewa dari harga padi kering namun tidak tergantung pada berhasil 

atau tidaknya panen padi yang di kelolah pengadai.75 

Pengembalian marhun (barang gadai) kepada rahin sudah menjadi kebiasaan 

di Desa Totap Majawa, karena dengan adanya perjanjian akad gadai yang telah di 

sepakati oleh kedua belah pihak, surat perjanjian dan tanah sawah yang di miliki oleh 

penerima gadai, agar kedua bela pihak tidak ada yang dirugikan, pihak pengadai bisa 

menggunakan hasil pinjaman yang jumlahnya tergolong besar dan penerima gadai 
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mendapatkan keuntungan dengan biaya sewa yang akan di bayar oleh pengadai per 3 

bulan sesuai kebiasaan. jika tidak pihak penerima gadai tidak meminta uang sewa 

terhadap marhun maka pihak penerima gadai yang mengelolah tanah sawah tersebut 

namun yang menjadi kebiasaan adalah pihak pengadai yang mengelolah tanah sawah 

karena profesi sebagai petani merupakan pekejaan utama mereka. Dengan hasil 

panen yang ada, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang 

sewa yang disepakati, pada umumnya hasil panen yang mereka dapatkan berkisar 20 

kaleng padi kering namun tidaklah selalu berhasil, adakalanya mereka gagal panen 

namun pengadai harus tetap membayar uang sewa sesuai kesepakatan.76 

C. Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa 

Menurut Hukum Islam 

Dalam Islam Transaksi gadai di perbolehkan dengan di landasi Al-Qur‟an, 

Surah Al-Baqarah ayat  283, yaitu: 

                           

                              

                  

 Artinya :  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
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mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.77 

 

Dan jika kamu di dalam perjalanan. Di dalam musafir, sedang kamu tidak 

mendapat seorang pebulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. 

“artinya; Pokok pertama, baik ketika dirumah atau di dalam perjalanan di antara 

yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang 

memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan 

daripada uangnya yang dipinjam atau dihutang itu. “tetapi jika percaya yang 

setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang diserahi amanat itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah taqwa kepada Allah, Tuhan-nya.” Misalnya si 

fulan beruntung kepada temannya itu Rp. 1,000, janji hendak di bayar dalam masa 

tiga bulan, dan untuk penguatkan  janji digadaikannya sebentuk cicin yang biasanya 

harganya berlebih daripada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua bela pihak 

memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah 

membayar habis hutangnya yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak 

amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji”78 

Dalam akad gadai, rahin tetap memiliki hak milik atas marhun sedangkan 

murtahin memiliki hak menahan marhun sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan 
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demikian, pemanfaatan oleh rahin atas marhun digantungkan kepada izin dari 

murtahin. Jadi ketika murtahin mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang 

dilakukan oleh rahin tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari marhun, 

maka yang dilakukan rahin tersebut diperbolehkan menurut syara‟.79 

Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun 

kepemilikan itu di batasi oleh hak hasbu (hak menahan barang gadai) oleh 

murtahin.80 Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang 

bukan mencari keuntungandari hasil. Selama hal ini demikian keadaannya, maka 

orang yang memegang gadai (murtahin) yang memanfaatkan barang gadai tak ubah 

sepertu qiradh (utang piutang) yang mengalir manfaat disebut sebagi riba.81 

Praktik yang terjadi di Desa Totap Majawa, barang gadai menjadi milik 

penerima gadai dan kembali kepada rahin melalui jalur sewa dan ini mengandung 

unsur riba. Dalam transaksi muamalat riba sanagat di haramkan, pada objek 

penyewaan praktik gadai yang telah dipaparkan adalah barang gadaian yang 

diserahkan oleh rahin kepada murtahin, bahwa barang dan manfaat dari marhun 

tersebut masih milik rahin. pada konsep ijarah atau Sewa menyewa adalah akad 

untuk mendapatkan manfaat atas suatu imbalan.82 Objek sewa menyewa adalah 

manfaat atas suatu barang. Dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak selarasan 
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antara konsep dengan praktik yang terjadi, di samping pengabilan manfaat atas objek 

gadai, konsep dalam ijarah (sewa) tidak sesuai dengan yang semestinya.  

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa pihak, di 

antaranya: 

1. Pihak-Pihak Pengadai 

Dengan adanya kebutuhan ekonomi yang sulit untuk dikendalikan maka jalan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara meminjam dengan mengadaikan 

tanah sawah yang dimiliki, namaun barang gadaian yang menjadi o bjek gadai harus 

di serahkan kepemilikannya sepenuhnya  kepada pihak penerima gadai sampai 

hutang yang ada terlunasi, jika pengadai tidak memberikan uang sewa kepada 

penerima gadai maka yang berhak mengelolah tanah sawah yang menjadi objek gadai 

ialah pihak penerima gadai dan itu sangat merurikan pihak pengadai karna seluruh 

hasil panen yang ada akan di miliki oleh penerima gadai. Maka dengan adanya sewa 

yang dilakukan maka barang gadai bisa kembali kepadapengadai dengan biaya sewa 

yang sudah menjadi kebiasaan. Jika dilihat dari hukum isalam ini termasuk riba dan 

adanya paksaan, hampir sama halnya dengan rentenir tetapi di katakan bahwa ini 

menguntungkan kedua bela pihak, sebenarnya pihak pengadai merasa dirugikan 

karena harus membayar uang sewa dan membayar seluruh hutang yang ada secara 

tunai, namun jika tidak seperti ini tidak akan ada yang memberikan pinjaman 

dengan jumlah yang tergolong besar, dan hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan jika 



mengadai, kedua bela pihak mendapatkan keuntungan walaupun sebenarnya pihak 

pengadai merasa di rugikan tetapi harus ridho dengan sistem yang seperti ini.83 

2. Pihak-Pihak Penerima Gadai 

Kebiasaan gadai dengan cara sewa seperti ini memang sudah lama terjadi di 

Desa Totap Majawa, setiap yang ingin mengadaikan tanah sawahnya harus rela 

bahwa kepemilikannya beralih ke pihak pengadai sampai utang terlunasi secara 

tunai, dan sistem pelunasan atas pinjaman harus di bayar secara tunai karena saat 

meminjam uang di serahkan secara tunai dan harus dikembalikan dengan cara tunai 

juga. Pihak pengadai memberikan uang sewa kepada penerima gadai sesuai dengan 

kebiasaan yang ada di Desa Totap Majawa. Jika dilihat dari hukum islam hal ini tidak 

menjadi masalah karna sudah menjadi kebiasaan dan kedua bela pihak saling setuju 

atas pelaksanaan gadai seperti ini. Jumlah pinjaman yang di berikan penerima gadai 

bukan lah jumlah yang sedikit jadi dengan biaya sewa yang di bebankan kedua bela 

pihak tetap mendapat keuntungan tidak ada yang di rugikan, dan hal seperti ini 

bukan termasuk riba karena tidak mengandakan uang. Barang gadaian memang 

sudah sewajarnya menjadi milik penerima gadai, denagan barang gadai itu pihak 

penerima gadai tidak rugi dengan pinjaman yang di berikan.84 

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dapat di simpulkan bahwa pihak 

pengadai sebenarnya merasa di rugikan dengan biaya sewa yang ada dan menyadari 
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bahwa itu tergolong riba namun berbeda halnya denga pihak penerima gadai yang 

beranggapan bahwa hal tersebut sudah hal yang wajar di lakukan dan tidak 

mengandung unsur riba karena beranngapan bahwa kedua belah pihak saling setuju, 

namun dalam islam keridoan tidak menghalalkan riba. 

Dalam hukum islam kita di anjurkan saling tolong menolong dalam hal 

kebaikan, dalam pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kewajiban untuk 

menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang 

dalam keadaan kontan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat 

dalam Al-qur‟an Surat Al-Qur‟an, Surah Al-Maidah ayat 2 : 

 

                               

       

 
 
 

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.85 

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang 

membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. 

Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum 

Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat 
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sering dengan berkembangnya zaman, membuat hukum islam harus menampakkan 

sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu 

yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan kepada umat Islam khususnya 

dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip - prinsip yang telah 

ditetapkan oleh syariat islam.86 

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan 

perkembangan peradaban manusia.  

Hal ini sesuai dengan  kaidah sebagai berikut. 

 87الاصل فى الأشياء الإباحة الا أن يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil 

yang menunjukkan keharamannya” 

 Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban keduanya itu harus selalu 

diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan 

hukum.88Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong 

menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu yang dalam Islam 
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disebut dengan muamalah.Salah satu bentuk tolong menolong yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan mengadaikan barang berharga 

sebagai jaminan utang. 

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada 

orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Utang bukan 

perbuatan yang dilarang, melainkan di bolehkan karena seorang berutang dengan 

tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang di utangnya itu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.89 

Berdasarkan uraian antara pendapat Imam Syafi‟i dan pendapat masyarakat 

terhadap hukum pengembalian barang gadai kepada rahin melalui jalur sewa, sudah 

terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara konsep dengan realita, yakni pada 

penjelasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa secara sosiologis masyarakat Desa 

Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun beragama Islam, 

sehingga jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan masyarakat dalam hal 

pengembalian barang gadai dengan jalur sewa dengan pendapat Imam Syafi‟i. 

Perbedaanya adalah pendapat Imam Syafi‟i bahwa akad gadai tidak menghilangkan 

kepemilikan bagainya tanggungan kerugian dan keuntungan, sedangkan pendapat 

masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun 

beranggapan bahwa dengan adanya akad gadai maka marhun(barang gadai) mutlak 

menjadi milik murtahin (penerima gadai) selama akad gadai berlangsung. Dengan 

demikian, terdapat ketidak sesuian antara pendapat Imam Syafi‟i dengan pendapat 
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masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, 

sehingga penulis menganggap bahwa sudah terjadi tidak konsistennya masyarakat 

dengan refrensi (rujukan) Imam Syafi‟i yang sudah dijadikan landasan hukum dalam 

permasalahan keagamaan yang ada di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa 

Kabupaten Simalungun. 

Bahwa pengembalian barang gadai kepada rahin (pengadai)melalui jalur sewa 

adanya unsur penambahan atas perjanjian hutang atau riba. Kebiasaan gadai yang di 

praktikan oleh masyarakat mengandung unsur riba karena adanya biaya sewa yang 

dibebankan kepada rahin (pengadai)atas tanah sawah yang di gadaikannya kepada 

murtahin (penerima gadai), hal tersebut dilakukan agar murtahin (penerima gadai) 

mendapat keuntungan dari pinjaman yang ia berikan dan rahin (pengadai) masih 

bisa mengelolah tanah sawah yang menjadi marhun, dan sistem gadai seperti ini 

sudah menjadi kebiasaan di Desa Totap Majwa, karena mereka beranggapan bahwa 

kedua bela pihak saling ridho atas sistem gadai tersebut. Namun sistem tersebut 

tidak bisa di katakan tolong menolong, dalam utang piutang asas yang berlaku adalah 

tolong-menolong (ta’awun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Dengan 

demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut riba, hal ini 

jelas di haramkan oleh islam. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai 

tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. 

Dapat disimpulkan bahwa pendapat serta alasan dan praktik yang ada di Desa 

Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dalam hal penetapan 

hukum pengembalian barang gadai kepada rahin melalui jalur sewatidak sesuai 



dengan pendapat Imam Syafi‟i yang bependapat bahwa transaksi gadai tidak 

menghilankan kepemilikan, baginya tanggungan kerugian dan keuntungan. 

D. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Pengembalian Barang Gadai 

Kepada Ar-Rahin Melalui Jalur Sewa di Desa Totap Majawa 

Meurut  bapak H. Abdul Syahril, MA : gadai sesuatu yang memang sudah 

menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit 

memicu masyakarat pinjam meminjam dalam bentuk gadai, dan para ulama sepakat 

hukum gadai dalam islam di perbolehkan denagan adanya nash hukum yang 

mendukung namun tidak terlepas dengan aturan-aturan hukum islam yang ada. 

Melihat kasus yang terjadi bahwa barang gadai bisa  kembali di miliki oleh pihak 

pengadai apabila pihak mengadai menyewa kepada pihak penerima gadai dan hal 

tersebut tidak sesuai dengan hukum gadai yang sebenarnya. Gadai hanya sebagai 

jaminan atas utang pihak pengadai. Barang yang digadaikan tidak menjadikan 

perpindahan kepemilikan kepada pihak penerima gadai hanya saja sebagai barang 

jaminan ketika jatuh tempo saat pelunasan hutang pihak pegadai tidak mampu 

melunasi hutangnya kepada pihak penerima gadai maka pihak penerima gadai 

memiliki hak atas barang yang telah digadaikan seukuran hutang yang dipinjamkan. 

Dan apa yang telah terjadi di Desa Totap Majawa mengandung unsur riba karena 

pihak penerima gadai sama saja mengambil keuntunagan dari hutang dengan 



menyewakan kemabali barang gadaian yang status kepemilikan masih milik 

pengadai. 90 

Dimana status barang gadaian adalah jaminan, bukan menjadi kepemilikan, 

tetapi yang terjadi pada masyarakat mereka melakukan perjanjian akad gadai dengan 

berpikiran bahwa hak atas barang beralih menjadi millik penerima gadai, dan ini 

tidaklah sesuai dengan ajaran islam namun yang di perbolehkan jika biaya sewa yang 

dilakukan hanya untuk biaya atas penjagaan atas barang gadaian. Tetapi masyarakat 

menganggap praktik yang dilakukan tidak salah karna mereka beranggapan satu 

sama lain saling ridho diantara keduanya, sudah sering di sampaikan saat pengajian 

berlangsung namun praktik tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat.91 

Perjanjian gadai yang dikembalikan dengan jalur sewa, yang di lakukan antar 

kedua bela pihak tidak sesuai dengan aturan dalam transaksi gadai yang sebenarnya, 

para pengadai harus memberi upah sewa atas barang gadaian mereka dengan biaya 

sewa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Totap Majawa. Sebenarnya 

sudah sering diingatkan pada masyarakat namum praktik seperti ini masih di 

laksanakan, mereka beranggapan kedua belah pihak saling ridho atas atas praktik 

gadai yang terjadi dan sebenarnya praktik seperti ini sudah sejak lama terjadi.92 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Pengembalian Barang Gadai Kepada Ar-Rahin 

Melalui Jalur Sewa ialah bahwa tidak boleh mengembalikan barang gadai 

dengan jalur sewa kepada rahin karena pada dasarnya kepemilikan marhun 

(barang gadai) masih menjadi milik (rahin) pengadai karena akad gadai tidak 

menghilangkan kepemilikan baginya keuntungan dan tanggungan kerugian. 

2. Pelaksanaan pengembalian barang gadai kepada ar-rahin melalui jalur sewa 

yang terjadi di Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten 

Simalungu ialah bahwa marhun disewa oleh rahin dari murtahin dengan 

biaya sewa sesuai dengan kebiasaan yang di lakukan di Desa Totap Majawa 

yaitu 5 kaleng padi kering / rantai dalam bentuk uang tunai, jangka waktu 

pembayaran uang sewa sesuai masa panen yaitu per tiga bulan. 

3. Hukum pengembalian Barang gadai kepada ar-rahin  melalui jalur sewa yang 

sebenarnya, pengembalian barang gadai kepada rahin melalui jalur sewa di 

Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun bahwa 

murtahin terhadap barang gadai tidak boleh menerima manfaat dari rahin 

sedikitpun dan yang terjadi menjadi utang piutang yang menumbuhkan harta 



atau mencari keuntungan dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat 

adalah riba, sesuai sabda Nabi SAW: 

ضى الله عنو قال : قال رسول الله صلى الله عليو وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا.وعن على ر   

Artinya: “Setiap hutang yang menghasilkan adalah riba”. 

Didalam perjanjian gadai terdapat hak dan kewajiban, rahin (pemberi 

gadai) yaitu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati kedua bela pihak. Namun apabila tepat pada waktunya tidak juga 

diselesaikan, si pengadai tidak memenuhi syarat atau wanprestasi maka kasus 

akan masuk ke pengadilan. 

4. Pendapat ulama lokal terhadap pengembalian barang gadai kepada ar-rahin 

melalui jalur sewa ialah gadai sesuatu yang memang sudah menjadi 

kebutuhan masyarakat, apalagi melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit 

memicu masyakarat pinjam meminjam dalam bentuk gadai, dan para ulama 

sepakat hukum gadai dalam islam di perbolehkan denagan adanya nash 

hukum yang mendukung namun tidak terlepas dengan aturan-aturan hukum 

islam yang ada. Melihat kasus yang terjadi bahwa barang gadai bisa  kembali 

di miliki oleh pihak pengadai apabila pihak mengadai menyewa kepada pihak 

penerima gadai dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum gadai yang 

sebenarnya. Gadai hanya sebagai jaminan atas utang pihak pengadai, barang 

yang digadaikan tidak menjadikan perpindahan kepemilikan kepada pihak 



penerima gadai hanya saja sebagai barang jaminan ketika jatuh tempo saat 

pelunasan hutang pihak pegadai tidak mampu melunasi hutangnya kepada 

pihak penerima gadai maka pihak penerima gadai memiliki hak atas barang 

yang telah digadaikan seukuran hutang yang dipinjamkan. Dan apa yang telah 

terjadi di Desa Totap Majawa mengandung unsur riba karena pihak penerima 

gadai sama saja mengambil keuntunagan dari hutang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Saran 

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah 

Jawa Kabupaten Simalungun agar menghentikan kebiasaan melakukan 

akad gadai dengan cara pengemabilan barang gadi kepada rahin melalui 

jalur sewa dan alangkah lebih baiknya untuk mengetahui hukum rahn 

(gadai) terutama hukum pengembalian barang gadai kepada rahin melalui 

jalur sewa. 

2. Disarankan kepada kepala desa, ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat serta 

mahasiswa Fakultas Syari‟h untuk terus memberikan arahan dan 

pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep rahn (gadai) 

yang sah dan yang sesuai dengan hukum islam, agar kebiasaan yang tidak 

sesuai selama ini tidak dilakukan lagi. 
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